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Abstract. Interfaith marriage is a complex and sensitive issue in Indonesia, presenting a conflict
between positive law and religious values. Article 28 B of the 1945 Constitution guarantees freedom of
religion, but its implementation is constrained by unclear regulations and different interpretations.
Islamic law, as a source of law, provides a unigue view on interfaith marriage, emphasizing individual
rights and the principle of justice. To resolve this conflict, a holistic approach that integrates positive
law and Islamic law is needed, as well as concrete steps such as the establishment of clear regulations,
improvement of public understanding, capacity of legal officials, individual protection systems,
interfaith dialogue, interfaith cooperation, and active community participation. Thus, it is expected to
create a harmonious, inclusive and equitable marriage environment.
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Abstrak. Pernikahan beda agama menjadi isu kompleks dan sensitif di Indonesia, menghadirkan
konflik antara hukum positif dan nilai-nilai agama. Pasal 28 B UUD 1945 menjamin kebebasan
beragama, namun implementasinya terkendala oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan interpretasi.
Hukum Islam, sebagai sumber hukum, memberikan pandangan unik tentang pernikahan beda agama,
menekankan hak individu dan prinsip keadilan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan
holistik yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam, serta langkah-langkah konkret seperti
pembentukan regulasi yang jelas, peningkatan pemahaman masyarakat, kapasitas aparat hukum, sistem
perlindungan individu, dialog antaragama, kerjasama lintasagama, dan partisipasi aktif masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang harmonis, inklusif, dan
berkeadilan.

Kata Kunci: Konflik, Pernikahan, Hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Pernikahan beda agama telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan sensitif dalam
konteks hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik yang muncul dalam
pernikahan beda agama seringkali melibatkan pertentangan antara ketentuan hukum positif
dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh individu atau kelompok. Di Indonesia, sebagai
negara dengan beragam latar belakang agama dan budaya, masalah ini menjadi lebih menonjol
karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama yang kaya dan pluralisme yang perlu
diakui dan dihormati. Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum
yang penting dalam konteks ini. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki
kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya, serta

menjamin kebebasan menjalankan ibadah agama dan berkeyakinan. Namun, dalam praktiknya,
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masih terdapat kendala dan ketidakpastian hukum terkait pernikahan antaragama di Indonesia.

Pada sisi lain, Hukum Islam memiliki posisi yang signifikan dalam kerangka hukum
Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum, Hukum Islam memberikan pandangan dan
ketentuan yang khas terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Perspektif hukum
Islam terhadap pernikahan beda agama seringkali berbeda dengan pendekatan yang ditemukan
dalam ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konflik
pernikahan beda agama dari sudut pandang undang-undang dan perspektif hukum Islam
menjadi penting untuk dikaji secara cermat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi atau pendekatan yang dapat mengakomodasi kedua perspektif, serta menjaga harmoni
dan keadilan dalam institusi pernikahan, yang merupakan bagian penting dari struktur sosial
dan keberagaman Indonesia.

Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sangat penting dalam masyarakat, tidak
hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi dari struktur sosial yang
lebih luas. Oleh karena itu, ketika konflik muncul dalam konteks pernikahan, baik itu
berdasarkan perbedaan agama, budaya, atau faktor lainnya, dampaknya dapat meluas ke
seluruh masyarakat. Konflik dalam pernikahan beda agama tidak hanya menyangkut individu-
individu yang terlibat, tetapi juga mencakup keluarga, komunitas, dan bahkan aspek-aspek
politik dan hukum di tingkat nasional. Di Indonesia, dengan keberagaman agama dan budaya
yang begitu kaya, penanganan konflik pernikahan beda agama menjadi tantangan tersendiri
bagi sistem hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama,
penerapannya dalam konteks pernikahan masih memunculkan berbagai permasalahan praktis.
Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum menjadi salah satu hambatan
utama dalam menangani konflik pernikahan beda agama.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sah antara dua
individu yang saling mengakui. Namun, dalam konteks pernikahan beda agama, terdapat
berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah hukum yang berkaitan
dengan pewarisan, status anak, dan hak-hak perempuan. Perspektif hukum Islam terhadap
pernikahan beda agama juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan
kebebasan individu. Pentingnya menyelesaikan konflik pernikahan beda agama secara adil dan
berkeadilan juga tidak bisa diabaikan. Tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu yang
terlibat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni antaragama. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani konflik pernikahan
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beda agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip hukum, dan kebutuhan
individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap
konflik pernikahan beda agama, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
Melalui pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah dan implikasi hukum yang terlibat,
diharapkan dapat ditemukan solusi atau pendekatan yang dapat mengatasi konflik ini secara
efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan juga dapat memperkuat fondasi dari

keragaman dan harmoni sosial yang menjadi ciri khas Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya memahami konstruksi teori dengan mendalami konsep, variabel, dan
paradigma dalam realitas sosial, kami mengadopsi pendekatan analisis kualitatif terhadap
review jurnal terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengeksplorasi dan
menganalisis pemahaman yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu tentang topik yang
relevan dengan penelitian ini. Langkah pertama dalam analisis kami adalah melakukan
pencarian dan seleksi jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian kami. Kami
menggunakan basis data akademik yang luas untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan
dengan konstruksi teori, konsep, variabel, dan paradigma dalam ilmu sosial. Kriteria seleksi
kami meliputi relevansi topik, kualitas metodologi, dan kontribusi terhadap pemahaman
konstruksi teori dalam realitas sosial.

Setelah mengidentifikasi jurnal-jurnal yang relevan, kami melakukan analisis mendalam
terhadap konten dari setiap artikel yang dipilih. Analisis ini melibatkan pembacaan teliti
terhadap abstrak, pengantar, metodologi, temuan, dan kesimpulan dari setiap artikel. Kami
memperhatikan bagaimana konsep, variabel, dan paradigma dijelaskan, diterapkan, dan
diinterpretasikan oleh para peneliti dalam konteks studi mereka. Selama proses analisis, kami
mencatat temuan-temuan kunci, pola-pola, dan perbedaan-perbedaan antara pendekatan yang
digunakan oleh para peneliti dalam artikel-artikel yang kami tinjau. Kami memperhatikan
bagaimana  konsep-konsep  tertentu  didefinisikan,  bagaimana variabel-variabel
dioperasionalisasikan, dan  bagaimana  paradigma-paradigma  digunakan  untuk

menginterpretasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 Dalam Penyelesaian Konflik Pernikahan Beda

Agama Di Indonesia
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Kecamatan Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dalam penyelesaian konflik
pernikahan beda agama di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya menjaga kebebasan
beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat. Pasal tersebut
menegaskan hak setiap individu untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinannya,
termasuk dalam konteks pernikahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Pasal 28 B
tersebut masih dihadapi oleh sejumlah kendala yang mempengaruhi penyelesaian konflik
pernikahan beda agama. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kejelasan
dalam ketentuan hukum terkait pernikahan beda agama. Meskipun Pasal 28 B memberikan
jaminan akan kebebasan beragama, namun belum terdapat regulasi yang konkret mengenai
bagaimana menyelesaikan konflik yang muncul dalam pernikahan beda agama. Hal ini
menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi individu yang berada dalam situasi
tersebut, serta meningkatkan risiko terjadinya diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam
penyelesaian konflik.

Selain itu, kendala lainnya adalah adanya perbedaan pendapat atau interpretasi terkait
dengan bagaimana Pasal 28 B seharusnya diterapkan dalam konteks pernikahan beda agama.
Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan mutlak
bagi individu untuk memilih agamanya sendiri, tanpa memperhatikan konsekuensi atau
batasan-batasan yang mungkin timbul dalam konteks pernikahan. Sementara itu, pihak lain
mungkin berpendapat bahwa kebebasan beragama harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang
ada, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan publik.
Selanjutnya, implementasi Pasal 28 B juga dihadapi oleh permasalahan terkait dengan
penegakan hukum yang tidak konsisten. Meskipun telah ada upaya untuk melindungi hak-hak
individu yang terlibat dalam konflik pernikahan beda agama, namun masih terdapat
kesenjangan dalam penegakan hukum di berbagai daerah. Faktor-faktor seperti perbedaan
budaya, kebijakan lokal, dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi
keputusan dan perlakuan aparat hukum dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama.

Selain itu, permasalahan terkait dengan penyelesaian konflik pernikahan beda agama
juga seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kompleks. Misalnya, stigma
atau diskriminasi terhadap pasangan yang menikah beda agama dapat mempersulit proses
penyelesaian konflik dan meningkatkan risiko terjadinya tekanan sosial atau kekerasan. Hal ini
dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penyelesaian damai dan berkeadilan

bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya meningkatkan implementasi Pasal 28 B Ayat 1
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UUD 1945 dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama, diperlukan langkah-langkah
konkret yang dapat mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan. Pertama, perlunya
pembentukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penyelesaian konflik
pernikahan beda agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan
beragama, dan keadilan sosial.

Kedua, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan beda agama, serta pentingnya
menghormati kebebasan beragama dan pluralisme dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan
melalui pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun oleh
lembaga masyarakat sipil dan agama.

Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan
petugas penegak hukum lainnya, dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama
dengan adil dan berkeadilan. Ini meliputi pelatihan tentang hak asasi manusia, hukum agama,
dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti pernikahan beda agama.

Keempat, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat sistem perlindungan dan bantuan
bagi individu yang mengalami konflik pernikahan beda agama, termasuk melalui pemberian
akses yang lebih luas terhadap layanan hukum, konseling, dan dukungan psikososial. Hal ini
penting untuk melindungi hak-hak individu yang rentan terhadap diskriminasi atau kekerasan,
serta memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan dengan adil dan setara di hadapan
hukum.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama, Khususnya Terkait
Dengan Hak-Hak Individu, Status Anak

Kecamatan Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama merupakan aspek
penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penyelesaian konflik pernikahan beda
agama. Hukum Islam memiliki pandangan yang khas terkait dengan berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam hal pernikahan beda agama, pandangan hukum
Islam memperhatikan berbagai hak-hak individu, status anak, dan prinsip keadilan dalam
kontrak pernikahan. Pertama-tama, hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah
perjanjian yang sah antara dua individu yang saling mengakui. Dalam konteks pernikahan beda
agama, hukum Islam menjamin hak-hak individu untuk menikah sesuai dengan keyakinan
agama masing-masing. Ini berarti bahwa dalam hukum Islam, individu memiliki kebebasan
untuk memilih pasangan hidupnya tanpa terbatas oleh agama atau keyakinan agama mereka.

Namun demikian, dalam hukum Islam juga terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur

pernikahan beda agama, terutama terkait dengan hak-hak individu dan status anak. Salah satu
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aspek yang penting adalah kewajiban bagi suami dan istri untuk menghormati dan menghargai
keyakinan agama pasangan mereka. Hal ini mencakup komitmen untuk mendukung pasangan
dalam menjalankan ibadah agama mereka, serta menghormati prinsip-prinsip dan nilai-nilai
agama yang diyakini oleh pasangan. Dalam hal status anak, hukum Islam memberikan
pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani keturunan dari pernikahan beda agama.
Menurut hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama memiliki hak yang
sama dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan seagama. Mereka memiliki hak untuk
diakui dan dilindungi oleh kedua orang tua mereka, serta memiliki hak warisan dan
pemeliharaan yang sama seperti anak-anak lainnya. Pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak
pernikahan juga ditekankan dalam pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam, kontrak
pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua individu yang saling setuju dengan
syarat-syarat yang ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kesetaraan di antara kedua
belah pihak sangat ditekankan dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak pernikahan.

Namun demikian, dalam konteks pernikahan beda agama, terdapat sejumlah masalah
yang perlu diperhatikan untuk memastikan keadilan dalam kontrak pernikahan. Misalnya,
pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak individu dari kedua belah pihak diakui dan
dilindungi, termasuk hak untuk menjalankan ibadah agama dan hak untuk mendidik anak-anak
dalam keyakinan agama masing-masing. Selain itu, prinsip kesetaraan dan keadilan juga
berlaku dalam hal pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara suami dan istri dalam
pernikahan beda agama. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang
sama untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain, serta untuk menciptakan
lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dalam hal penyelesaian konflik pernikahan beda agama, hukum Islam juga menawarkan
prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan
perdamaian. Misalnya, pentingnya untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua
pihak yang terlibat, serta untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai agama dan prinsip-
prinsip keadilan.

Dalam kesimpulan, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama
menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, mengakui status anak, dan
menerapkan prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan. Dengan memperhatikan prinsip-
prinsip ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang harmonis dan

berkeadilan, serta dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam
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konflik pernikahan beda agama.
Strategi Atau Pendekatan Yang Dapat Diambil Untuk Mengatasi Konflik Penikahan
Beda Agama Secara Efektif Dan Berkeadilan

Angka Untuk mengatasi konflik pernikahan beda agama secara efektif dan berkeadilan,
perlu diambil strategi atau pendekatan yang mengintegrasikan baik perspektif hukum positif
maupun hukum Islam. Langkah-langkah yang holistik dan komprehensif perlu
dipertimbangkan untuk menangani isu yang kompleks ini. Pertama-tama, perlunya
pembentukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif yang mengatur penyelesaian konflik
pernikahan beda agama. Regulasi tersebut harus memperhatikan baik aspek hukum positif
maupun hukum Islam, serta mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan
beragama, dan keadilan sosial. Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan dapat mengurangi
ketidakpastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam
konflik pernikahan beda agama.

Selain itu, pentingnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan beda agama. Pendidikan dan
advokasi yang berkelanjutan tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan menghormati
perbedaan harus diperkuat, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat sipil dan
agama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati
kebebasan beragama dan menghargai keragaman, diharapkan dapat menciptakan lingkungan
yang lebih kondusif bagi penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Selanjutnya, diperlukan
langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas aparat hukum dalam menangani
kasus-kasus pernikahan beda agama dengan adil dan berkeadilan. Pelatihan yang komprehensif
tentang hak asasi manusia, hukum agama, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan isu-
isu sensitif seperti pernikahan beda agama harus diberikan kepada hakim, jaksa, dan petugas
penegak hukum lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat hukum
dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama, diharapkan dapat memastikan bahwa
hak-hak individu diakui dan dilindungi dengan baik.

Selanjutnya, pentingnya untuk memperkuat sistem perlindungan dan bantuan bagi
individu yang mengalami konflik pernikahan beda agama. Akses yang lebih luas terhadap
layanan hukum, konseling, dan dukungan psikososial harus disediakan untuk individu yang
membutuhkan. Hal ini akan membantu melindungi hak-hak individu yang rentan terhadap
diskriminasi atau kekerasan, serta memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan
dengan adil dan setara di hadapan hukum. Pentingnya untuk mendorong dialog antaragama dan

kerjasama lintasagama dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Dialog antaragama
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dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai komunitas agama,
serta menciptakan ruang bagi diskusi terbuka tentang isu-isu sensitif seperti pernikahan beda
agama. Kerjasama lintasagama juga dapat membantu memperkuat solidaritas dan saling
pengertian antara berbagai komunitas agama, serta menciptakan kesempatan untuk bekerja
sama dalam menangani konflik pernikahan beda agama secara bersama-sama.

Terakhir, pentingnya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menangani
konflik pernikahan beda agama. Masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran, serta untuk bekerja sama dalam
menyelesaikan konflik pernikahan beda agama secara damai dan berkeadilan. Dengan
melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama,
diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan bagi semua

pihak yang terlibat

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dalam penyelesaian konflik pernikahan beda
agama di Indonesia dihadapi oleh sejumlah kendala, termasuk ketidakjelasan regulasi,
perbedaan pendapat dalam interpretasi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini
menyebabkan risiko diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam penyelesaian konflik.
Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama menegaskan hak individu untuk
memilih pasangan hidup sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Namun, hukum
Islam juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, mengakui status anak, dan
menerapkan prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan.

Untuk mengatasi konflik pernikahan beda agama secara efektif dan berkeadilan, perlu
diambil pendekatan yang holistik dan komprehensif, yang mengintegrasikan baik perspektif
hukum positif maupun hukum Islam. Langkah-langkah konkret termasuk pembentukan
regulasi yang lebih jelas, peningkatan pemahaman masyarakat, kapasitas aparat hukum, sistem
perlindungan bagi individu yang terkena dampak, dialog antaragama, kerjasama lintasagama,
dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, diharapkan
dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan bagi
semua pihak yang terlibat.
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